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a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemenntanan dan 
pembangunan Daerah sesuai denqan .. pel~ksctnaan Otono(hi 
Daerah, maka Organisasi t.embaqa '. Te~ni~. paerah y~ng 
merupakan salah satu unsur Perangkat Daerah perlu diatur i 

b bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 84 Tahun 
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, rnaka 
dipandang perlu dibentuk Organisasi Lernbaqa Teknis:,Oaerah 
Kabupaten Pati , 

c bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu difetal;t!{a:11?' d,engan 
Peraturan Daerah 

BUPATI PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN PATI 

NOMOR 7 TAHUN 2000 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

KABUPATEN PATI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI 

TAHl.fN 2000 NOMOR 91 

Menimbang 
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' - 
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 60, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3849 ) ; 

4. Undang~undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 

,:j 
Lembaran Negara Nomor 3848 . ) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom ( Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor !S4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Susunan Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negarrl 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ; 

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundangcundangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah 
dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) : 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dararn l 1n.gkungan Propinsi Jawa 
Tengah ( Serita Negara Tahun 1950 ) , 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor· 55,- -Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890 ) ; 

' 
r 

... 

Mengingat 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Pati ; 
b. Pemerintah Dae rah adalah Pemerintah Ka bu paten Pati ; 
c. Bupati adalah Bupati Pati ; 
d. Sekretaris Daerah ad alah Sekretaris.Daerah K'abupateh Pati .; 
e. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis 'yang 

mempunyai fungsi koordinasi dan penyusunan kebijakan · 
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Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
KABUPATEN PATL 

TENT ANG PATI KABUPATEN DAE RAH Menetapkan: PERATURAN 

MEMUTUSKAN 

Deng an· Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pali 
tanggal 21 Desember 2000 Nomor ·13/KEP/2000 tentang 
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, 
Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat · 
Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Pali, Pembentukan Organisasi 
Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pat, 

' 
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pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat · 

f. Badan Perencanaan Pembangunan Daer ah yang selanjutnya 
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Pali , 

g. Badan Pengawas adalah Badan P8ngciwas Kabupaten Pali; 

h. Badan Rumah Saki! Daerah "RAA Soewondo" J:Jn9 
selanjutnya disebut Sadan RSD "RAA. Soewondo" adalah 
Badan Rumah Sakit Daerah "RAA Soewondo" Kabupaten Pati ; 

i. Badan Kepegawaian Daerah adalah Sadan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Pati . 

j. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial adalah Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Pati ; 

k. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah 
Kantor Pengendalian Dampak Lingkuw.an Daerah Kabupaten 
Pati ; 

I. Kantor Saluan Palisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 
Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten Pati ; 

m. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor 
Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Pati ; 

n. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar 
Kabupaten Pati ; 

o. Kantor Penelitian dan f:>engembangan yang selanjutnya disebut 
Kantor litbang adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Pati ; 

p. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah 

Kabupaten Pati ; 

q. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Pati • 

r. Kantor Arsip Daerah adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten 

Pati; 

' 
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Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan 
Daerah ini terdiri dari : 
a. Bappeda; 
b. Sadan Pengawas ; 
c. Sadan RSD "RAA Soewondo" ; 
d. Bad an Kepegawaian Daerah ; 
e. Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial ; 
t. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah . 
g. Kantor Sat pol PP ; 
h. Kantor Kependudukan dan Catalan Stpil : 
i. Kantor Pengelolaan Pasar ; 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Pali. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

s Sekretariat Bina Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut 
Setbin Perusda adalah Sekretariat . Bina Perusahaan Daerah 
Kabupaten Pati ; 

t. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas. tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya dldasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan 
tertentu serta bersifat mandiri. 

' 
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Ba_ppeda · mempunyai - tugas _ poko« mernbantu Bupati dalam 
menentukan kebijakan dibidang - pefoncanaan pembangunan di 
daerah. 

(1). B,~ppeda adalah rnerupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang 
perencanaan pernbanqunan daerah. 

(2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah 
~an. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

·oaerah. 

Pasal4 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Bappeda 

j. Kantor Litbang ; 
k. KantorPendapatan Oaerah , 
I. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu . 
m. Kantor Arsip Daerah ; 
n. Setbin Perusda. 

' 
... 
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bahan penyusunan i. penyiapan dan pengkoordinasian 
pertanggungjawaban Bupati ; 

j. pengelolaan administrasi umurr · 

k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional. 

g. pemantauan pelaksanaan pembangunan di daerah ; 

h. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai 
dengan petunjuk Bupati ; 

e. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan 
pembangunan daerah ; 

f. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan 
pembangunan Daerah ; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bappeda mempunyai funqsi : 

a. penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 

Kabupaten; 

b. penyusunan REPETADA Kabupaten ; 

c. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, 
satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, 
Kecamatan - kecamatan dan Badan-badan lain yang berada 
dalam wilayah Kabupaten ; 

d. penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Bagian 
Anggaran dan Perbendaharaan, Bagian Pembukuan dan 
Verifikasi, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten ; 

Pasal 6 

' 
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Orituk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 8 Peraturan Oaerah ini, Badan Pengawas mempunyai 
fungsi : 
a. pelaksanaan perneriksaan terhadap tugas Pemerintah 

Kabupaten yang melipuf Pemerintahan. Pendapatan Daerah, 
Belanja, Kekayaan Daerah dan Pemberdayaan Aparatur ; 

b. pengujian dan Penilaian atas Kebenaran Laporan Berkala alas 
sewaktu-waktu setiap tugas Perangkat Daerah ; 

c. pengusutan mengenai Kebenaran Laporan Berkala atau 
Pengaduan tentang Hambatan. Penyimpanqan a tau 

Pasal 9 

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan 
urnurn terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah/Umum. 
Pemerintahan Desai Kelurahan yang bersifat rutin maupun 
pembangunan. 

Pasal8 

(1) Badan Pengawas adalah merupakan Lembaga Teknis Oaerah 
dibidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Dae rah. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 

Badan Pengawas 

' 



Sadan RSD. "RAA SOEWONDO" mempunyai tugas pokok 
mernbantu Bupau dalam penyelenqqaraan Pemerintahan Daerah 
dibidang kesehalan melalui upaya keqiatan peningkatan. 
pencegahan. penyembuhan dan pen» ii ihan kesenatan serta 
meiaksanakan upaya rujukan 

Pasal 11 

( 1) Sadan RSD. "RAA. SOEWONDO" adalah sebagai unsur 
penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan 
di Daerah. 

(2) Sadan RSD "RAA SOEWONDO" dipimpin oleh seoranq kepala 
dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 

Sadan RSD " RAA. SOEWONDO" 

f•enyalahgu11,fr111 Iuuas 1--'erangkal Daerah . 

d pernbinnan Tenaqa Funqsional · F'engawasan dilingkungan 

Badan Pengawas Kabupaten ; 

e. pengawasan sernua SUMO dan Badan Usaha lainnya yang 
seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki Pemerintah 

Daerah, 

pengelolaan admrnistrasi umum . 

q evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

' 
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( 1) Badan Kepegawaian Dae rah adalah merupakan Lembaga 
Teknis Daerah dibidang kepegawaian. 

(2) Sadan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Sadan yang berada dibawah dan ber tanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 13 

Bagian Keempat 

Badan Kepegawaian Daerah 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Badan RSD. "RAA. SOEWONDO" 
mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan pelayanan medis ; 
b. penyelenggaraan pelayanan keperawatan ; 
c. peoyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan ; 

d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ; 
e. penyelenggaraan pelayanan rujukan , 
f. penyelenggaraan pelayanan peninqkatan kesehatan dan 

pencegahan penyakit ; 

g. penyelenggaraan pengembangan program dan sistem informasi 
manajemen; 

h. penyelenggaraan pengelolaan keuangan ; 
i. penyelenggaraan ketatausahaan ; 
j. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ; 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Pasal 12 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sadan Kepegawaian Daerah 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah 

di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur 
yang ditetapkan pemerintah ; 

b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ; 
c. penyiapan kebijakan teknls pengembangan kepegawaian .1 

daerah; 
d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan,kenaikan pangkat, 

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah 
· sesuat norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan 

perundang-undangan ; 
e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur 
yang ditetapkan dengan perundang-undangan ; 

f. penyiapan dan penetapan pensiun ; 
g. penyiapan penetapan gaji, tunjanqan dan kesejahteraan 

Pasal 15 

Sadan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan 
program dan petunjuk pembinaan dan pengembangan 
kepegawaian , melaksanakan mutasi pegawai dan tata usaha 
kepegawaian serta melaksana kan pendidikan dan latihan bagi 
pegawai daerah. 

Pasal14 

' 
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( 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial adalah 
merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang Kesatuan 
Bangsa. Perlindungan Masyarakat, Sosial dan Pemberdayaan 
Masyarakat Oesa. 

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dipirnpin oleh 
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 16 

Bagian Kelima 
Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial 

Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 
h. penyelenggaraan administrasi kepeqawaian ; 
i. ' pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah ; 
j. penyampaian informasi kepeqawaian daerah kepada Badan 

Kepegawaian Nasional. 
k. ·penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai. 
I. penyusunan program. penqelolaan dan pelaksariaan pendidikan 

dan latihan ; 

m. pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa 
dan alumni, dokumentasi dan Perpustakaan Diklat Kabupaten ; 

n. pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan 
teknis pendidikan dan latihan ; 

o. evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pelaporan ; 
p. pengelolaan administrasi umum ; 
q. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional. 

' 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 17 Peraturan Daerah ini. Sadan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Sosial mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan hubungan antar lembaga, pemantapan 

kesatuan bangsa, demokratisasi serta penanganan masalah 
aktual ; 

b penyiapan dan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi 
hubungan antar lembaga, pemantapan kesatuan bangsa, 
demokratisasi serta penanganan masalah aktual; 

c. penyelenggaraan koordinasi usaha-usaha dibidang peningkatan 
SDM dan satuan Linmas serta huburigan kerjasama dengan 
Din as, Kantor/lnstansi pemerintah untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas ; 

d. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, bimbingan dan 
perbaikan sosial secara rnenyeluruh dan terpadu ; 

e perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi · serta 
pelaksanaan program ketahanan masyarakat, SQA dan desa 
dan pernantaatan teknologi tepat guna ; 

Pasal 18 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebaqian tugas l?emenntah Kabupaten 
dibidang kesatuan bangsa. pemberdayaan masyarakat desa, 
perlindungan masyarakat dan sosial berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Bupati 

Pasal 17 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 20 Peraturan Oaerah ini, Kantor Pengendalian Oampak 
Lingkungan Daerah mernpunyai funqsi : 

a perumusan dan pelaksanaan kebuaksaan operasional 

Pasal 21 

Kantor Pengendalian Oampak Lingkungan Daerah mempunyai 
tugas pokok membantu Bupaf rl,,,,-,,..., melaksanakan pengendalian 

darnpak lingkungan hidup. 

Pasal 20 

(1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah 
Lembaga Teknis Oaerah cibtoanq pengendalian dampak 
lingkungan di daerah 

(2) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin 
oleh seorang Kepala yang berada drbawan dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 19 

Bagian Keenam 

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 

f. pelaksanaari evaluasi dan petaporan proyram Kese1t1m11 
bangsa, Perlindungan masyarakat Sosral dan f>emberd,,ya.i11 
masyarakat ; 

g. pengelolaan adrninistrasi umum ; 

h. pembinaan dan btrnbingan kelornpok jabatan tunqsional. 

' 
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11) V"'ntnr Satpol PP adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah 
dibidang Kepolisian Pamong Praja. 

(2) Kantor Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 22 

Bagian Ketujuh 
Kantor Satpol PP 

pencegahan cia~ penanggulangan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ; 

b. penqkoordinasian dan petaksanaarr · -peneegahan dan 
penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemuiihan 
kualitas lingkungan ; 

c. pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas 
pengendalian lingkungan hidup ; 

d. pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Upaya 
Pengelolaan Lingkungan dan7:l.Jpa·ya Pemantauan Lingkungan ; 

e. penyusunan, penerapan dan penqernbanqan sistem inforrnasi 
lingkungan ; 

f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ; 
g. pengelolaan adminlstrast umum dan pelaksanaan tugas-tugas 

lain yang diberlkan oleh Bupeti, · 
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c. pengawasan dan . pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, 
Keputusan Bupati dan peraturan perundanq-undanqan lainnya ; 

d. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi 
pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana 
kerja Polisi Pamong Praja ; 

e. pengelolaan adminfstrasi umum ; 
f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional. 

Untuk rnenyelenqqarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Kantor Satpol PP mempunyai 
fungsi : 
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kegiatan 

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai 
dengan pedoman dan petunjuk teknis ; 

b. pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional penertiban 
Peraturan Daerah dan KeR1Jlusan Bupati ; . ·.,··-., ·•~· -r- 

Pasal 24 

Kantor Satpol PP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan 
Daerah. 

Pasal23 

' 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan 

Sipil mempunyai fungsi • 

a. penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara 
Indonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Penduduk ( NOPEN }. 
mencatat perubahan atas mutasi penduduk dan laporan data 
kependudukan serta melakukan penyuluhan ; 

b. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ; 

c. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan ; 

Pasal 27 

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang 
Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pasal 26 

( 1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sip ii adalah merupakan 
Lembaga Teknis Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan 

Sipil. 

(2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang 
Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 25 

Bagian Kedelapan 

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 

' 
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Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan Pasar. 

Pasal 29 

·, 

(1) Kantor Pengelolaan Pasar adalah merupakan Lembaga Teknis 
Daerah dibidang pengelolaan pasar. 

(2} Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasaf 28 

Bagian Kesembilan 
Kantor Pengelolaan Pasar 

d. pencatatan dan penerbrtan kutipan Akta Perceraian ; 

e. pencatatan dan penerbitan.Akta pengangkatan. pengakuan dan 
pengesahan anak ; 

f. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ; 

g. penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta 
perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan. akta 
pengakuan. akta pengesahan anak serta akta kematian ; 

h. pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil ; 

i. pengelolaan admini_strasi umum ; 

j. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ; 

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
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(1) Kantor Litbang adalah merupakan Lernbaqa Teknis Daerah 
dibidang penelitian dan pengembangan. 

(2) Kantor Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 31 

Bagian Kesepuluh 
Kantor Litbang 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Pasar 
mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan umum sesuai 

kebijakan yang ditetapkan Bupati, pengaturan penggunaan 
los,kios serta fasilitas pasar lainnya ; 

b. perumusan kebijakan pengembangan tata ruang pasar ; 
c. pelaksanaan dan atau koordinasi pembinaan SOM dilingkungan 

pasar; 
d. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang berkaitan 

dengan pengelolaan pasar ; 
e. pelaksanaan dan atau koordinasi ketertiban, kearna: an dan 

kebersihan di lingkungan pasar ; 
f. pengelolaan administrasi umum ; 
g. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional 

Pasal 30 

' 
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(1) Kantor Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah dibidang Pendapatan Daerah. 

Pasal 34 

Bagian Kesebelas 
Kantor Pendapatan Daerah 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Kantor Litbang mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan ekonornl. 
teknoloqi terapan serta pernerintanan ; 

b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di jajaran Pemerintah Daerah ; 

c. pengelolaan administrasi umum ; 
d. pelaksanaan evaluasi penelitian dan pengembangan dibidang 

sosial dan ekonomi ; 
e. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional. 

Pasal 33 

Kantor.Utbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
melaksanakan , penetltian- dan pengembangan Daerah dibidang 
sosial dan ekonomi, teknologi terapan serta pemerintahan sebagai 
pertimbangan dalam menentukan kebijakan dibidang pembangunan 
di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. 

Pasal32 

I 
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b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah 
dan retribusi daerah ; 

c. pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi 
daerah sepanjang menjadi kewenangan punqutannya ; 

d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan alas pemungutan 
dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta 
Pendapatan Dae rah lamnya sepanjang menjadi 
kewenangannya., 

e. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan alas pekerjaan 
penagihan pajak daerah. retrrbusi dan penerimaan asli daerah 
lainnya. serta penagihan PBB . 

teknis, pemberian bimbingan dan 
teknis dan tugas-tugas lain yang 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 35 Peraturan Oaerah ini, Kantor Pendapatan Daerah 
mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan 

pembinaan, koordinasi 
diserahkan oleh Bupati ; 

Pasal 36 

Kantor Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan 
Daerah yang menjadi kewenangannya. 

P_asal 35 

(2) Kantor Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Kantor yang· berada dibawatt · dan bertanqqunq jawab langsung 
kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah. 

' 
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( 1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah merupakan 
Lembaga Teknis Daerah dibidang pelayanan perijinan terpadu 

(2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang 
Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah. 

Pasal 37 

Bagian Keduabelas 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

i. 

pelaksanaan tugas membantu pendataan obyek dan subyek 
PBB; 

pelaksanaan tugas membantu menyampaikan SPPT, SKP, STP 
dan sarana administrasi PBB lainnya, serta membantu 
menyampaikan DHPP PBB yang dibuat oleh Direktorat Jendral 
Pajak kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan 
yang ada dibawah pengawasannya ; 

j. pengelolaan administrasi umum ; 

k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional. 

(', 

h 

f. perencanaan dan penqendalian operasional dibidang 
pendataan. penataan dan penagihan pajak daerah, retribusi 
daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta PBS ; 

g. pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi 
daerah dan Pendapatan Daerah lainnya sepanjang menjadi 
kewenangannya serta PBB ; 
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(1) Kantor Ar sip Daerah adalah merupakan Lembaga Teknis 
Daerah dibidanq Kears.pan 

(2) Kantor Arsip Daerah diprrnpin oleh seorang Kepala Kantor 
yang berada dih.·1wat1 dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekrt:,,1r rs Daerah 

Pasal 40 

Bagian Ketigabelas 

Kantor Arsip Oaerah 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijaksanaan umum pengelolaan program 
pelayanan perijinan secara menyeluruh dan terpadu ; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait ; 

c. pengelolaan administrasi umum ; 

d. penetapan prosedur perijinan ; 

e. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional. 

Pasal 39 

Kantor Pelayanan Perijman Terpadu mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum 
dan pelayanan perijinan kepada masyarakat. 

Pasal33 

' 
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( 1) Setbin Perusda adatan merupakan Lernbaqa Tekrus Daer ah y;:rnc 

Pasal 43 

Bagian Keempatbelas 

Setbin Perusda 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah mempunyai 
fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program dibidang Kearsipan ; 

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif pada 
'Jnit-urut Kerja di Kabupaten Pali ; 

c. pelaksanaan bimbingan kearsipan terhadap Unit-unit Kerja di 
Kabupaten Pati ; 

d pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah 
kepada Kantor Arsip Nasional ; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit keqa dibidang penataan 

dan pemusnahan arsip ; 

f. pengelolaan administrasi umum ; 

g. pembinaan dan birnbinqan kelornpok jabatan fungsional. 

Pasal 42 

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupdll 
dalam rangka menentukan kebijakan dibidang pengelolaan dan 

pelayanan kearsipan. 

Pasal 41 
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berdasarkan kabijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati. 
untuk pengelolaan Perusda kebijaksanaan d. penetapan 

Untuk menyelenggarakan . tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Setbin Perusda mempunyai fungsi : 
a. perumusan perencanaan, program dan kebijaksanaan 

pokok/umum, pengurusan dan pengelolaan Perusda secara 
keseluruhan ; 

b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional usaha 
Perusda; 

c. pengkoordinasian terhadap masing-masing usaha Perusda 
yang metiputi PDAB, PD.BPR serta aneka usaha dan jasa 
lainnya; 

Pasal 45 

Setbin Perusda mempunyai tugas pokok mengelola dan 
mendayagunakan asset milik Pernerintah Daerah yang dipisahkan 
secara produktif dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi 
Perusahaan dalam rangka mendorong · pembangunan Ekonomi 
Daerah dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. 

Pasal 44 

(2) Setbin Perusda ,d1p1mpin, oleh seorang Sekretaris yang berada 
dibawah dan . bertanqqunq jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah 

mengelola usaha-usana milik Daerah. 

' 
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dan Pembangunan 4. Sub Bidang Kerjasama 
Pengembangan Kawasan 

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum ; 
2. Sub Bagian Keuangan ; 
3. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan. 

c. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari: 
1. Sub Bidang Pengumpulan Data ; 
2. Sub Bidang Pengolahan Data ; 
3. Sul> Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Ekonomi terdiri dari : 
1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Pertanian dan 

Kelautan; 
2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan lndagkop , 
3. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan 

Pertambangan dan Energi. 
e. Bidang Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari : 

1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Daerah ; 
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ; 
3. Sub Bidang Pengairan ; 

Pasal 46 

Bagian Kesatu 
Bappeda 

BABIV 

ORGANISASI 
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( 1i) Susunan Orqanisasi Bad an Pengawas terdiri dari : 

a. Kepala . 

b. Sekretar rat terdrn dan 

1. Sub Bag1an Penyusunan Program dan Laporan ; 

2. Sub EL•,:,;,:, Umum. 

Pasal 47 

Bagian Kedua 
Badan Pengawas 

f. Bidang Pemermtanan dan Sosial Budaya terdiri dari : 

1. Sub 81dang Pendidikan, Aqarna dan Budaya ; 

2. Sub B1dang Pemerintahan dan Ketertiban ; 
3. Sub Brdanq Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan. 

(3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub 
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing­ 
masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang/Sekretaris 

(4) Kelompok Jabatan Funqsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. 

(5) Bagan Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

' 



118 

c. Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan .fenl!r1 dar1 

1 . Sub Bidang Keuangan ; 
2. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan 

d. Bidang Pemerintahan · dan Agraria terdiri dari • 
1. Sub Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa . 
2. Sub Bidang Agraria. 

e. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan 
Kepegawaian terdiri dari : 
1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat ; 
2. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian. 

f. Bidang Perekonomian dan Kesra terdiri dari : 
1. Sub Bidang Perekonomian ; 
2. Sub Bidang Kesra ; 
3. Sub Bidang Perusda. 

g. Bidang Pembangunan terdiri dari : 
1. Sub Bidang Pembangunan ; 
2. Sub Bidang Proyek-proyek Program Bantuan. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala 'sub Bidang dan Sub 
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing­ 
masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang/Sekretaris. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior sebaqai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Sadan. 

' 
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e. Bidang Petayanan Medis terdiri dari : 
1 . Sub Bidang Rawat Jalan ; 
2. Sub Bidang Rawat lnap ; 
3. Sub Bidang Pelayanan Penunjang. 

.. • '· •. ;~.... ·, • ' "t '· • ' • ··-:'° '. . ··. . . ,. ',, ~: -· 
Sub 1;3idang Pernasaran dan Mutu. '4. 

terdiri dari : 
1. Sub Bidang Perencanaan dan Evah.iasV;' 
2. Sub Bidang Rekam Medis; 
3. Sub Bid~hg Sistem' lnforntasi 'Mariajeme~''Ruhiah .Sakit 

Oaerah; 

d. 

a. Kepala; 
b. Sekretariat terdiri dari : 

1 . Sub Bagian Umum. ; 
2. Sub ijagian Hukum dan Humas.; 
3. Sub Bagian Kepegawaian. 
Bidang Bina Program dan Slstem ·' tnforrri~si Manajemen 

(1 Susunan Organisasi Sadan RSD. "RAA. SOEWONDO~ ter:diri 
dari : 

Pasal 48 

Bagian Ketiga 
. . 

Badan RSO. "RAA. SOEWONDO" 

(5) Bagan Orqantsasr Badan Pengawas- sebagaimana tercantum 
dalarn Lampiran II dan rnerupakan bagiari yang tidak 
terpisahkan dari Pera tu ran. Daerah inl. 

' 
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f Bidang Keperawatan terdiri dari · 
1 Sub Bidang Pelayanan Keperawatan ; 
2. Sub Bidarig Asuhan Keperawatan ; 

g. Bidang Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan terdiri dari · 
1. Sub Bidang Obat dan Bahan Medis ; 
2. Sub Bidang Alat Kesehatan. 

h. Bidang Keuangan terdiri dari : 

1. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi ; 
2. Sub Bidang Perbendaharaan ; 
3. Sub Bidang Mobilisasi 6~{la. 

i. Kelornpok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang masinq-rnasinq berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan. 

(3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub 
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing­ 
masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang/Sekretaris. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
[awab kepada Kepala Badan. 

(5) Bagan Organisasi Badan RSD. RAA. "SOEWONDO" 
sebagaimana tercantum · dalam Lampiran Ill dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

' 
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(1) Susunan Orqanrsasi Sadan Kepeqawaian Daerah terdiri dari : 

a. Kepala ; 

b Sekretariat terdin dari : 

1. Sub Bag,an Umum ; 

2. Sub Bagian Keuangan. 

c Bidang Bina Program terdiri dari : 

1. Sub Bidang Penyusunan Rencana . dan Program ; 

2. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ; 

3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Kepegawaian terdiri dari : 

1. Sub Bidang Mutasi ; 

2. . Sub Bidang Penqernbanqan Karier ·; 

3. Sub Bidang Bina Personil ; 

4. Sub Bidang Pensiun. 

e. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari : 

1. Sub.Bidang Teknik Fungsional ; 

2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural ; 

3. Sub Bidanq Pendidikan dan Latihan Masyarakat. 

f. Kelornpok Jabatan Fungsionat: 

(2) Sekretariat dipirnp,in oleh seorang Sekretaris dan Bidang 
dipimpin oleh seoranq' Kepala Bidang yang masing-masing. 
berada dibawah dan berta:nggung jawab kepada Kepala Sadan. 

(3) Sub Bidang dipim.pin oletr seorang'-Kepal'a Sub, Bidang dan Sub 
Bagian dipimpin oleh seoiang. Kepata Sub Bagian yang masing- 

Pasal 49 

Bag.ian Keempa.t 

Badan Kepe,g:awafa:n.Daerah 

' 
.e ' 
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3. Sub Sidang Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan. 

d. !3idang Kesatuan Sangsa terdiri dari : 
1. . Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ; 
2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa . 

( 

(1) Susunan Organisasi · Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan --"- 
Sosial terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum ; 

2. Sub Sagian Kepegawaian ; 
3. Sub Bagiari KEnJangari. 

c. Bidang Bina Program terdiri dari : 
1. Sub Sidang Penyusunan Rencana dan Program ; 
2. Sub Sidang Pengurnpulan dan Pengolahan Data ; 

Pasal 50 

Baglan Kelima 
Sadan Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial 

masing berada: d'lbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Sidang/Sekretaris. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor. 

(5) Baqan Organisasi Sadan Kepegawaian Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini. 



123 

3 Sul) B1da,1g Dernokratrsasi dan P1!11a11yanan Masalah 

Aktual 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdin dan 

1 . Sub B1dang Kesiagaan ; 

2. Sub Bidang Penanggulangan ; 

3. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia. 

f. Bidang Sosial terdiri dari 

1 . Sub Bidang Pernberdayaan Perempuan . 

2. Sub Bidang Bantuan Sosial ; 

3. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial. 

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari . 

1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya 

Masyarakat ; 

2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ; 

3. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, 
Teknologi Tepat Guna Desa/Kelurahan. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub 
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing­ 
masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang/Sekretaris. 

(4) Kelompok Jabatan Funqsronal dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor 

(5) Bagan Orqanrsas: Sadan Pernberdayaan Masyarakat dan Sosial 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan 
bagian yang lldak terpisahkandari Peraturan Daerah ini 

' 
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(1) Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 
Dae.rah terdiri dari : 

a. Kepala ; 

b. Sub Bagian Tata Usaha ; 
c. ~eksi Analisis Pencegahan Oampak Lingkungan : 
d. ~eksi Pengawasan dan Pengendalian ; 
e. Seksi Pemantauan dan Pernulihan ; 
f.. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipirnpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor. 

(3) Kelornpok Jabatan Fungsional dipimpin eleh seorang tenaga 
fungsional senior .sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala. 

(4) Bagan Orqanisas! Kantor Penqendallan Oampak Lingkungan 
Oaerah sebaqaimana . tercantum dalam Lampiran VI dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah 
ini. 

Pasal 51 

Bagian Keenam 

Kantor P.engendalian Dampak Lingkungan Daerah 
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( 1) Susunan Orqanisasi Kantor Satpol PP terdiri dari • 
a Kepala: 
b Sub Baqian Tata Usaha ; 

c. Seksi Operasional dan Penertiban ; 
d. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan ; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha diplmpin · oleh seoranq Kepala Sub 
Bagian dan Seksi dipimpin ofeh seorang Kepala Seksi yang 
masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepafa Kantor . 

. (3f Kefompok Jabatan Funqslonal dipirripin oleh seorang tenaqa 
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertangg·ung 
jawab kepada Kepala Kantor. 

(4) Bagan Organisasi Kantor Satpol PP,sebagaimana tercantl!m 
dalarn Lampiran VII dan rnerupakan, baqian ,yang, tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.. 

Pasal 52 

Bagian Ketujuh 

Kantor Satpol PP 

' 
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(1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catalan Sipil 
terdiri dari : 

a. Kepala; 

·b. Sub E3agian Tata Usaha ; 
c. Sek~i Data dan Penyuluhan ; · 
d. Seksi Kelahiran dan Kernatian ; 
e. Seksi Perki:lwfnan dan Pereeraian ; 
f. SeksiiPendaftaran Penduduk ; · 
g. · Kelq,npok Jab~tan Fungsional. 

(2) Sub Ba9ian Ta,ta Usaha dipirnpin 61eh seorang Kepala Su! 
Bagian •- ·dan Sel<si dlplrnpin oleh set>rang Kepala Seksi yang 
masing-masing·_(>erada, dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor. 

(3) Kelompok .Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor. 

(4) Bagah Organisasi Kantor Kependudukan dan Catalan Sipil 
seba,gafmana tercantum dalarn Lampiran VIII dan merupakari 
bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini 

Pasal 53 

Bagian Kedelapan 

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 

' 
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( 1) Susunan Organisas, Kantor Litbang terdiri dari · 

a Kepala ; 

b. Sub Bagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Sosial dan Ekonorni ; 

Pasal 55 

8.agian Kesepuluh 
Kantor Litbang 

Lingkungan 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian dan Seksi dipimpin oleh seoranq Kepala Seksi yang 
masing-masing berada . dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor. 

(3) Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Kebersihan dan Ketertiban Pemeliharaan; e. Seksi 

( 1) Susunan Orqarusasi Kantor Pengelolaan Pasar terdiri dan 

a. Kepala , 

b. Sub Bag,an Tata Usaha ; 

c. Seksi Bina Program dan Pengembangan ; 

d. Seksi Retribusi Pasar ; 

Pasal 54 

Bagian Kesembilan 

Kantor Pengelolaan Pasar 

' 
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(1) Kantor Pendapatan Daerah terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Sub Bagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Perencanaan dan Penqendalian Operasional . 

d. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ; 

e. Seksi Penetapan ; 

f. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ; 

g. Seksi Penagittan ; 

h Kelompok Jabatan Funqsiona]. 

Pasal 56 

Bagian Kesebelas 

Kantor Pendapatan Daerah 

~ ·: 

d Seks, Teknologi Terapan ; 

e. Seksi Pemerintahan ; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin. oleh seorang Kepala Sub 
Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Kantor. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior sebagai Ketua Kelornpok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor. 

(4) Bagan Organisasi Kantor Litbang sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

' 
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(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari 

a. Kepala ; 

b. Sub Bagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Pelayanan Perijinan Jasa ; 

d. Seksi Pelayanan Perijinan lndustri ; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala · Seksi yang 
masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepaca Kepala Kantor 

Pasal 57 

Bagian Keduabelas 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor. 

(4) Bagan Organisasi Kantor Pendapatan Oaerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
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(1) Susunan 'Organisasi KantorArsip Oaefah lerdiri dari : 

a. Kapala ; 

b. Sub'Bagian Tata Usaha; 
c. · Seksi Pembinaan Sistem dan Tata Kearsipan ; 
d. Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip In aktif ; 
e. Se.ksi Pengelolaan dan Layanan Arsip Statis ; 

f Ketompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sub: aagian• Tata Usaha>dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
masing..:masing beraoa dibawah .. dan b~rtangg.ung jawab kepada 

Kepala Kantor. 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipJrrypin oleh seorang tenaga 

fungsional senior sebagai Ketua ,,: ,~elompok dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Kantor. 
(4) Bagan Organisasi Kantor Arsipjg;~~~/'se~~-gaimana tercantum 

dalam Lampiran XIII dan .:;;:~rp~akan.' 6~gian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Oaerah int -v: 

Pasal58 

Bagian Ketigabelas 
Kantor Arsjp Daerah 

(4) Bagan Organisasi Kantor Pelay;tnan f:>erijinan Terpadu 
sebagaimana tercantum dalam _Larrifjtr~n ")hi dan merupakan 
bagian y~n9 tldak terpisahkan dari Peraturan baerah ini. 

' 



131 

(1) Uraian Tugas Kepala Sadan/Kantor, Sekretaris Badan, Kepala 
Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala 
Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis 
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 60 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Perkreditan Bank d. Oirektur Perusahaan Daerah 
Rakyat/Bank Kredit Kecamatan ; 

e. Direktur Bank Pasar ; 
f. Direktur Aneka Usaha dan Jasa. 

(2) Bagan Organisasi Setbin Perusda sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak 

( 1) Susunan Organisasi Setbin Perusda terdiri dari : 
a. Sekretariat ; 
b. Dewan Pengawas; 
c. Direktur Perusahaan Daerah Air Bersih ; 

Pasal 59 

Bagian Keempatbelas 

Setbin Perusda 



' -, 

I 

_j 

'\ 

-, 

Dengan berlakbnya "Peraturan' Oaerah ini,' segala ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Oaerah ini dinyatakan tidak berlaku. 

., r. · Pasal 62 

' ~ ,· ' :BAB VI · 

KETENTUAN. PENUTUP 

Tata faksana petaksanaan 'tugas pada .. Badan dan Kantor diatur lebih 
lanjut dengan Kepi\Jfusarl''1'Bupati. 



LEMBARAN· DAERAH .KABUPATEN P:ATf 

TAHUN 2000 NOMOR.91 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 26 Dese.rri_per 20()0 • i­ 

SEKRETARIS .DAERAH:t<Aaµ,F?ATEN. PATJ . 

ttd, 

SLAMET PRAWIRO 

oi.retapkan d'i pati .· 
_p_ada tang'gal'i21 o,s,mb~F2000. 
E3UPAil PATI 

ttd. 

·vusuFMUHAMAD 

Peraturan Da:erah in_i mulai bert~upada.la!l9gal diundangkan. 
; '--;' , ~ . 

Agar supaya .seUap orang dapat rnengetahuinya, 
rnernerintahkan penQtmd~n9a.n ; Peratura~· ·qaerah. Jni dengan 
penempatannya dalam Leml:>~f~n·oae'rahKa~U~at'eA Pati. 

' 
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Cukup jelas 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 

1. Pasal 1 
2. Pasal 2 
3. Pasal 3 s/d Pasal 63 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, menyatakan bahwa pelaksanaan Otonorni lebih luas dilaksanakan pada 
daerah Kabupaten/Kota. Hal ini ditarida] denqan penyerahan semua kewenangan 
Pemerintah selain kewenanqanan Pemerintah Pusat dan Propinsi 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan kewenangan/urusan 
yang diserahkan oaeran khususnya urusan-urusan teknis yang harus ditangani 
daerah, maka perlu rnenyesuaikan dan mengatur/menata serta membentuk 
Lembaga Teknis Daerah baru sebagai unsur perangkat daerah sesuai dengan 
tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. 
Untuk pengaturan dan pembentukan Lembaga Teknis Daerah dimaksud perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

I. PENJELASAN UMUM. 

PENJELASAN 

PERATURAN DAE RAH KABUPATEN PATI 

NOMOR 7 TAHUN 2000 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

KABUPATEN PATI 



YUSUF MUHAMAO 

ttd, 

BUPATI PATI 

I KE PALA I I I SEKRETARIAT 

I SUBBAG SUB BAG 11 SUBBAG I 
UMUM KEUANGAN PENYUSUNAH 

RENC.ANA KEGIATAN 

I I I I 

KEL. JABATAN FUNGSIONAL BIDANG BIOANG 81DANG 
I I I I I I I PENDATAAN dan BIDANG EKONOMI PRASARANA dan PEMERINTAHAN dan 
I I I I I I I PELAPORAN TATA RUANG SOSIAL BUDAYA 
I I I I I I I 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENGUMPULAN PENGEMBANGAN EKONOMI ... PERMUKIMAN dan - PENDIDIKAN AGAMA 

DATA PERTANIAN dan KELAUTAN PRASARANA DAERAH dan BUliAYA 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG, SUB BIDAHG · 
PENGOLAHAN PENGEMBANGAN DUNIA TATA RUANG dan - PEMERINTAHAN dan 

DATA USAHA dan INDAGKOP LINGKUNGAN HIDUP KETERTIBAN 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENGENDALIAN, PEHGEMBANGAN SUMBER SUB BIDANG - KEPENDUOUKAN 

EV ALUASI dan DAYA ALAM dan PER· PENGAIRAN dan KESEJAHTERAAN 
PELAPORAN TAMBANGAN ENERGI SOSIAL 

SUB BIDANG KERJA· 
: - SAMA PEMBANGUNAN dan ., . PENGEMBANGAN 

KAWASAN 

<,..) 
(J1 

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI. 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
BAOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN PATI 

' 



' 
YUSUF MUHAMAO 

ttd, 

I KEPALA I I l SEKRETARIAT 
I I .. 

KEL. JABATAN FUN.GSIONAL 
I I I I I I I SI.IBBAG r r SUBBAG :I SUBBAG 
I I I I I. I I µMUM HQ~M dan HUr,1AS . KEPEGAWAIAN 
I I I I I I I . 

. . ·•. i, ,, . 
I I " . ,. I I 

BIDAHG BINA., 
=: '·..; cf .. ' ' . BIDANG 

. J::g::ri ~::~~H. BIDANG ./ . Bl DANG PELAYANAN OBAT dan Bl DANG 
PELAYANAN MEDIS >· KEPERAWATAN. ALAT KESEHATAN KEUANGAN 

.. 
,. 

; .' :,. '. . ' .. ,. ·' - 
, SUB ,lllbAN~ • - . .. SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDA!IG SUB BIDAHG 

PERENCANAAN dan •. I'-' PELAYANAN ... AKUNTAHSI dan 
evAi.u~i. · RAWAT JALAN KEPERAWATAN OBAT dan BAHAN MEDIS VERIFIKASI .:., ' . 

. -. 

SUB. BIOANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
REKAM !IIEDIS RAWAT IMAP ASUHAN -, .. ALAT KESEHATAN PERBENDAHARAAN KEPERAWATAH ·, 

SUB BIDANG SISTEM - SUB BIDANG ,. .. SUB BIOANG INFORMASI MANAJEMEN ,. 
RUMAH SAKIT DAERAH PELAYANAN PENUNJANG MDBILISASI DANA 

'; 

-.;: " > 
SUB BIOANG 

PEMASARAN dan MUTU .. 
BUPATI PATI 

LAMPIRAN Ill : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KABUPATEH PATI. 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
BAOAN RUMAH SAKIT OAERAH • RAA. SOEWONDO • 

KABUPATEN PATI 



' 

ttd, 

YUSUF MUHAMAD 

BUPATI PATI 
SUB BIOANG 

PENSIUN · 

SUB BIOAN 
PENGENDALIA 

EVALUASI dan PELA 

SUB BIDAN 
PENtlUMPULAN 
PENGOLAHAN D 

SUI BIOANG 
PENYUSUNAN RE 

dan PROGRA 

Bl DANG 
BINA PROGRAM 

I KE PALA I 
I l SEKRETARIAT 

I 

I SUIIAG SUBBAG I UMUM KEUANGAN 

I 

IIDANG IIDANG 

ICEPEGAWAIAN PENDIDIKAN dan 
LATIHAN 

NCANA ... SUB BIDAIIG. SUB BIDANG 
MUTASI > 

i,- 
TEKNIK FUNGSIONAL M . 

G SUB BIOANG SUB BIDANG 
dan ... 

PENGEMBANGAN KARIR - PENDIOIKAN dan' 
ATA LATIHAN STRUKTURAL 

G SUBBIDANG SUB BIDANG 
N, .... 

BINA PERSONIL 
... PENDIDIKAN dan LATIHAN 

PD RAN MASYARAKAT 

LAMPIRAN IV : PERATURAN OAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 

. PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA 
TEKNIS OAERAH KABUPATEN PATI. 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PATI 



YUSUF MUHAMAD 

ttd, 

BUPATI PATI 

SUB BIDANG 
PERUSAHAAN 

DAERAH 

SUB BIDANG 
PROYEK · PROYEK 

PROGRAM BANTUAN 
L SUBBIO'ANG 

KESE~AHTERAAN 
· RAKYAT 

· $US BIDANG 
PEMBANGUNAN 

. c SOB'-IIIIJA~G ., 
.··'' PEREKONOMIAtf; 

BIDANG PEREicONQMJAN, . 
dali KES~AHTERAAtl ·'- - 

. _RA~AT 

Bl DANG 
. PEMBANGUNAN 

. . BIDANG KESATUAN 
BANGSA,-PERllNDUNGAN 

MASYARAKAl dan 
KEPEGAWAIAN · · 

.: . 
SUB BIDANG KESATUAN .... BANGSA dan PERLIN· 
DUNGAN MASYARA!Oll' 

SUB BIDANG - PEMBINAAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB BIOANG 
PEMER!NTAHAN 

DAERAH dan DESA 

SUB BIOANG 
AGRARIA 

BIDANG :, ·· ':;: ... I 
PEMERINTAHAN ·dar{ 

AGRARIA. , . 

SUB BIDANG 
PERLENGKAPAN dan 

PERALATAN 

SUB BIDANG 
KEUANGAN 

BIDANG 
KEUANGAN,PERLENGKAP· 

AN dan PERALATAN 

SEKRETARIAT. 

~,f~PIRAN II : :i:~~RA~ o:H~~ ~~~PATTE:Nr::~ 
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA 
TEKNIS OAERAH KABUPATEN PATI. 

' 

KEL. JABATAN 
FUNGSIONAL 

·.-:;,: .. 

KEPALA 

BAGAN SUSUNAH ORGANISASI 
BAD AN PEPENGAWAS KABUPATEN PJ\TI 



ttd, 

YUSUF MUHAMAD 

BUPATI PATI 

I KE PALA I 
I I SEKRET ARIAT I I 

SUIIAG i I SUBBAG 
11 

SUBBAG I UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN 

I I I I 

KEL. JABATAN BIOANG BIOANG Bl DANG BIDANG 
FUNGSIONAL IIDANG 

BINA PROGRAM KESATUAN BANGSA PERLIN DUNGAN SOSIAL PEMBERDAYAAN 
I I I I I I I MASYARAKAT MASYARAKAT 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

sue BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB11DANG SUB BIDANG 
PENYUSUNAN RENCANA - HUBUNGAN ANTAR - PEMBERDAYAAN ,._ KETAHANAN MASYARAKAT 

dan PROGRAM LEMBAGA KESIAGAAN PEREMPUAN din SOSIAL BUDAYA 
MASYARAKAT 

SUB BIDANG SUB IIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENGUMPULAN dan SUB IIOANG - KESATUAN BANGSA - PENANGGULANGAN 

.. .... USAHA EKONOMI 
PENGOLAHAN DATA IANTUAN SOSIAL MASYARAKAT 

SUB 81DANG SUI IIDANG DEMOKRASI SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENGENDAUAN, EVALUASI .... din PENANGANAN ,._ PENINGKATAN SUMBER L SUI IIOANG .... PEMANFAATAN SUMBER 

dlR PELAPORAH MASALAH AKTUAL DAYA MAIIUSIA . REHABILITASI SOSIAL DAYA, TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA DESA/KELUIWIAN 

..... 
c.., 
c.o 

LAMPIRAH V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TEttTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KABUPAT£N PATI. 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
BAOAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL 

KABUPATEN PATI 

' 



ttd, 

YUSUF'.UHAMAD· 

BUPATI PAT! 

SEKSI 
PEMANTAliAN dan 

PEMULIHAN 

SEKSI 
PENGAWASAN dan 

PENGENDAUAN 

SEKSI 
MAUSIS PfNCEflAHAH 
.DAMPAK.LINOKUNCWI 

1----------~SUB BAGIAN TATA USAHA 

KEPALA 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR PENGEDALIAN DAMPAK LlNGKUNGAH DAERAH 

KABUPATEN PATI 

' LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERA!i KABUPATEN. PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUIWI ORGNliSASI LEMBAGA 
TEKNIS DAERAli WUPAmt PATI. 



ttd, 

YUSUF MUHAMAD 

BUPATI PAT! 

SEKSI 
OPERASIONAL OAN 

PENERTIBA.N 

SEKSI 
PENYULUHAN DAN 

KESAMAPTAAN 

SUB 8AGIAN 
TATA usAitA 

LAMPIRAM VII : PERATURAH · DAERAH KA8UPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI 'LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI. 

' 

KE PALA 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN PATl 

KEL. JABATAN 
FUNGSIONAL 



ttd, 

YUS\JF MUHAMAD 

BUPATI PAl'I 

I KE PALA I 
' 

·I SUBBAOIAN 
I I TATA USAHA 

KEL. JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I I 
I I I 

.( I I 

I I I I 
SEKSI IEKII IEKSI SEKSI PERKAWINAN dan DATA da• PENYULUHAN KfLAHIRAN Al KEMATWI PERCEIWAN PENOAFTARAN PENOUDUK 

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUWf OR&ANISASI LEMBAGA 
~~EIIAH IIAIUPATEN PATI. 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR KEPEND.UDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

KABUPATEN PAT! 

' 
• 



'¥tlSUF· MUHAMAO 
,., .. ;.~..:,_ 

ttd, 

BUPATI PATI 

I KEPALA I 
' -~:.:.;-.. :- . ; 

. : SUB BAGIAN TATA USAHA L 
KEL. JAtATAN 

~ FUNGSIONAl ~ 
(,.,) '_: ... _···1.", 

,.;..,: ,··' 

' .. 

I I 
SEKSI m11 SEKSI PEMEUHARAAN, 

· IIIA PR08IWI dlll 11£l'AIIUII KETERTIIAN dan 
l'ENGEMtAIIAH ·.,,· <: PASAR KEIERSIHAN UNGKUNGAN 

l.AMPIRAN IX ; PERATURAN OAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR . 7 TAHUN . 2000 TENTANG 

:PEMBENTUICAN ORGANISASI LEMBAGA 
TEKNIS OAERAH KABUPATEN PATI. 

· BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR PENGELOLAANPASAR 

KABUPATtN PATI 



YUSUF MUHAMAD 

ttd, 

BUPATI PATI 

I KE PALA I 
I . 

I I SUB BAGIAN TATA USAHA 

KEL. JABATAN 
. FUNGSIO.NAL 

. 

I I 
SEKSI SEKSI 

SOSIAL dan TEICNOLOGI SEICSI PEMERINTAHAN 
EKONOMI TERAPAII 

LAMPIRAH X · PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI. 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

KABUPATEN PATI 



YUSUF MUHAMAD 

ttd, 

BUPATI PATI 

I KE PALA 

I 
I I I KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN TU I 

I I I I I 
I I I r 
I I I I I I 

I I I I I 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PERENCANAAN d1n PENG- PENDAFTARAH dlll PEMBUKUAN dlft SEKSI 

ENDALIAN DPERASIONAL PENDATAAN PENETAPAH PELAPDRAN PENAGIHAN 

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN PATI 



ttd, 

vusu= MUHAMAD 

BUPATI PAT! 

I KEPAl.A I 
I 

-·c-- .... 

·,~· :··i'·;;:',f·'' ·:i,·. !, I I .. SUB BAGIAN ru I . I -- y,-, >> - - 

KEL JABATAN 
FUNGSIONAL 

, ... ~ 
I I, - 

SEKSI SEKSI 
PELAYANAN PELAYANAN PERIJINAN 

PERIJINAN JASA INDUSTRI 

BAGAN StlSUIIAN OftQANISASI · 
l(ANTOR ..... f'ERIJINMTERPAOII 

.KA8UMUN PAn . 

•.\Mll!IWI XII : PERATUIWI OAERAH WUl'Alfl PATI 
. NOMOR 7 TAHUN 20GI TEITANG 

PE"11ENTUWI ORGANIIAII LEMBAIJA 
·JEl(g:~~,.Atl, . > •• 

' 



YUSUF MU HAMAD 

ttd, 

BUPATI PAT! 

I KE PALA l 

SUBBAGIAN 

I TATAUSAHA .. 
' KEL. JAIATAN 

FUNGSIONAL 
.. 

-- 

l 
SEKSI PEMBINAAN SBllll'fNGB.OlAAN SEUlPENGElDWN 
SISTEM dan TATA m LAYAIIAI ARSIP ... LAYANAN 

KEARSIPAN IIWCTIF AIIIIP srms 

LAMPIRAH XIII : PERA'IUIWI DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG 

BAGAN SUSUNAN OHUANISASI PEMIENTUW ORGANISASI LEMBAGA 
KANTOR AISIP OAERAH KARUPATEN PATI TEKNIS DAERAH KABUPATENPATI. 



YUSUF MUHAMAD 

ttd, 

BUPATI PATI 

I KE PALA I 
I SEKRETARIS I DAER AH 

SEKRETARIAT 
BINA PERUSAHAAN 

DAE RAH 

I I l I 
DEWAN DEWAN DEWAN DEWAN 

PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS 

I I I I 
DIAEKTUR DIREKTUR OIREKTUR OIREKTUR 

PEAUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR ANEKA USAHA 
OA£RAH AIR BERSIH BANK PERKREOITAN RAKYAT danJASA 

I BANK KREDIT KECAMATAN 

LAMPIRAN XIV · PERATURAN DAERAH WUPATEH PATI 
NOMOR 7 TAHUN Z800 TENTMG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMIAGA 
TEKHIS DAERAH KABUPATEN PATI. 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT IINA PERUIOA 

KABUPAT£N PATI 

- 


